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 PERATURAN BUPATI SRAGEN 

NOMOR 66 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 20 TAHUN 2017 

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SRAGEN, 

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati 

Sragen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu diubah dan 

disesuaikan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam  huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 

2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Desa;  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950  tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan  

Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 42); 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang  Nomor  9 Tahun 2015 tentang 
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Perubahan Kedua atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

(Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa (Berita  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223). 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI SRAGEN NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN 

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA 

  Pasal I 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 

Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 

Nomor 20), diubah sebagai berikut: 

  1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 12 diubah, sehingga   

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sragen. 

4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah 

dan bertanggung-jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 
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6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Pemerintah 

Republik Indonesia. 

8. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa 

adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan 

tugas dan fungsi serta hubungan kerja. 

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis. 

11. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa  yang 

mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 

menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 

melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah 

daerah. 

12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala 

Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang 

diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung 

tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang 

diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur 

kewilayahan. 

13. Sekretariat desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu 

oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu 

Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. 

14. Seksi adalah unsur pelaksana teknis yang membantu 

Kepala Desa dalam bidang tertentu. 

15. Urusan adalah unsur staf yang membantu Sekretaris Desa 

dalam bidang tata usaha dan umum, keuangan dan 

perencanaan. 

16. Kebayanan adalah bagian wilayah desa yang merupakan 

lingkungan kerja Kebayan. 

17. Kebayan adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam 

wilayah desa. 

18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 

yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 
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disepakati bersama BPD. 

  2. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat 

(3), sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Pembentukan sususan organisasi dan tata kerja 

pemerintah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa 

berpedoman pada Peraturan Bupati ini.  

(2) Bagan susunan organisasi  dan tata kerja pemerintah desa 

sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini.  

(3) Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja 

pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan 

Bupati ini. 

  3. Ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 24 

dihapus. 

  Pasal II 

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sragen. 

 

Diundangkan di Sragen 

pada tanggal 31-10-2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, 

                         Ttd dan cap 

 

               TATAG PRABAWANTO B. 

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR 66 

Salinan sesuai dengan aslinny                                                   

Kepala Bagian Hukum 

         Setda Kabupaten Sragen 
     

 
Muh Yulianto. S.H., M.S.i                                                                         

Pembina                                                           

NIP. 19670725 199503 1002 

 

Ditetapkan di Sragen 

  pada tanggal 31-10-2017   

BUPATI  SRAGEN, 

                       ttd dan cap 

 

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI 
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